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  ABSTRACT 

The study entitled Accountability of State Finance Received by Political Parties aims 

first to explain the criteria of Political Parties who are entitled to receive financial 

assistance sourced from the State Revenue and Expenditure Budget/Regional 

Revenue and Expenditure Budget. Second to explain the consequences received by 

Political Parties if they receive financial assistance from the State Revenue and 

Expenditure Budget / Regional Revenue and Expenditure Budget  

The research method used in this thesis uses the Normative research method which is 

a library research, namely research on legislation and literature relating to the 

material discussed. 

Based on the results of the study it can be concluded, First: Requirements made so that 

Political Parties receive assistance sourced from the State Revenue and Expenditure 

Budget / Regional Revenue and Expenditures Budget is that Political Parties must have 

seats in the Republic of Indonesia People's Representative Council and Provincial 

Regional People's Representative Council and Regency / City Regional People's 

Representative Council . The amount of financial assistance sourced from the State 

Revenue and Expenditure Budget / regional Revenue and Expenditure Budget is 

regulated through Government Regulation Number 1 of 2018. Political Party 

Financial Sources originates from Member Contributions, legal contributions and 

assistance from the State Revenue and Expenditure Budget / Revenue Budget and 

Regional Expenditures. The things that must be reported by Political Parties are 

reports on budget realization, balance sheet and cash flow statements. Financial 

statements of political parties must be carried out in a transparent and accountable 

mannerSecond: The consequence received by Political Parties receiving financial 

assistance sourced from the State Revenue and Expenditure Budget / Regional Revenue 

and Expenditure Budget is to have to report the use of the financial assistance 

regularly. The legal consequences arising if a political party that does not report its 

accountability report, will be subjected to administrative sanctions in the form of 

termination of financial assistance for a period until the report is received. 

Keywords : Liability, Political Parties, State finances 
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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Diterima 

oleh Partai Politik bertujuan pertama untuk menjelaskan kriteria-kriteria Partai Politik 

yang berhak untuk memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua 

untuk menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh Partai Politik jika 

mendapatkan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap 

peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang 

dibahas.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, PertamaSyarat-Syarat yang 

dilakukan agar Partai Politik menerima bantuan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatandan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah Partai 

Politik harus memiliki kursi di yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota. Besaran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah diatur 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Sumber Keuangan Partai Politik 

berasal dari Iuran Anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan Bantuan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Hal-hal yang harus dilaporkan oleh Partai Politik ialah, laporan realisasi anggaran, 

laporan neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan partai politik harus dilakukan 

secara transparansi dan akuntabel. Kedua: Konsekuensi yang diterima oleh Partai 

Politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah harus melaporkan 

penggunaan bantuan keuangan tersebut secara berkala. Adapun akibat hukum yang 

timbul jika partai politik yang tidak melaporkan laporan pertanggungjawabannya, akan 

dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan selama satu periode 

hingga laporan tersebut diterima.  

Kata Kunci : Keuangan Negara, Partai Politik, Pertanggungjawaban  
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